BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum
Dacrah dr. Fauziah Bireuen diharapkan dapat
memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan
standar yang ditetapkan dan menjangkau  seluruh
lapisan masyarakat;

bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagai salah satu
sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada mayarakat memiliki peran yang sangat
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Fauziah Bireucn;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3897) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 48 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan  Aceh  (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4633};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana
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“telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal {(Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6952);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penvusunan Dan Penetapan
Standar Pelayanan Mimimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781});

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun 2021
tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419},

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

keputusan Menteri kKesehatan
Nomorl29/Menkes/SK/I11/2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakait;

. Keputusan Mentert Kesehatan Nomor

828/Menkes/SK/1X/2008 tentang Petunjuk Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;
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15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor
3 Tahun 2024; (Lembaran Kabupaten Bircuen Tahun
2024 Nomor 1 14);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT! TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

»

Dacrah adalah Kabupaten Bireuen.

Pemerintah  Daerah  adalah Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Kabupaten.

Bupati adalah Bupati Bireuen.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut
UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen sebagai Unit Organisasi
Bersifat Khusus adalah organisasi yang mclasanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Direktur adalah Direktur UPTD RSUD dr. Fauziah Bircuen.
Pelayanan  Kesehatan  adalah  pelayanan berupa
peningkatan kesehatan, pencegahan penvakit, pengobatan
penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan
secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan
oleh UPTD RSUD dr. Fauziah Bircuen kepada masyarakat
yang meliputi pelayanan medis, pelavanan penunjang
medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang
nonmedis dan pelayanan administrasi manajemen.
Standar Pclayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yvang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan
tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan
minimal yang dibenkan oleh UPTD RSUD dr. Fauziah
Bireuen kepada masyarakat.

Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk
pada tingkat kesempummaan pelayanan kesehatan, yang di
satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap
pasien sesual dengan tingkat kepuasan rata-rata
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penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya
sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik
profesi yang telah ditetapkan.

Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam
mencntukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan
dilihat dari akses, elektivitas, efisiensi, keselamatan dan
keamanan, kenyamanan, Kkesinambungan pelayanan,
kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar
standar WHO (World Health Organization).

Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang
dicapai oleh rumah sakit dalam menyediakan produk
dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.

Indikator kinerja adalah vartabel vang dapat digunakan
untuk  mengevaluasi keadaan atau status dan
memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap
perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok
ukur prestasi kuantitatif/kualitatil yang digunakan untuk
mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target
atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya,

Standar adalah nilai tertentu yang ditctapkan berkaitan
dengan sesuatu yang harus dicapai.

Batas waktu pencapaian adalah waktu yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah untuk mencapai SPM Rumah Sakit.
Operasional adalah uraian vyang dimaksud untuk
menjelaskan pengertian dari indikator.

Frekuensi Pengumpulan  Data  adalah  frekuensi
pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian
terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.

Pembilang adalah besaran scbagai nilai pcmbilang dalam
rumus indikator kinerja.

Penyebut adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam
rumus indikator kinerja.

Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kincrja yang
diharapkan bisa dicapai.

Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan
vang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan
langsung dengan persoalan.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan
panduan bagi UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan pertanggungjawaban penvelenggaraan
SPM Rumah Sakit.



(1)

(2)

5

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan dan
menjamin mutu kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang
ditentukan.

BAB Il
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3
UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen mempunyal tugas
melaksanakan pelayanan kesehatan dengan

mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang
dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan,
promosi dan upaya rujukan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian
dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4

Jenis pelayanan pada UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen
meliputi pelayanan :

fcC®W oD OO FTETIOFRDNANTD

Gawat Darurat;

Rawat Jalan;

Rawat Inap;

Bedah Sentral;

Persalinan dan Perinatologi;
Intensive Care Unit;
Rehabilitas: Medis;
Asuransi Kesehatan;
Ambulance;

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
Radiologi;

Laboratorium;

. Farmasi;

Gizi;

Transfusi Darah;

Rekam Medis;

Pemehharaan Sarana Rumah Sakit;
Penyehatan Lingkungan;

Laundry;

Pemulasaraan Jenazah; dan

. Administrasi dan Manajemen.



Bagian Kedua
Indikator, Standar, Uraian Standar Pelayanan Minimal
dan Tahapan Waktu Pencapaian

Pasal 5

Indikator, Standar, Uraian SPM dan Tahapan Waktu
Pencapaian scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini,

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

(1} UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
{PPK-BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan
SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Direktur UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan
vang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan nonkesehatan
dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PENERAPAN

Pasal 7

(1} Direktur dan unit kerja pelayanan dan administrasi
manajemen UPTD RSUD dr. Fauziah Bircuen menyusun
Rencana Bisnis dan Anggaran, Target, Serta Upaya dan
Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pelayanan Tahunan
Rumah Sakit berdasarkan SPM.

(2) Setiap pclaksana pelayanan, menyelenggarakan pelayanan
sesuai dengan SPM.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

(1) Pembinaan UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD} dilaksanakan oleh Bupati
mclalui Sekretaris Daerah.
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Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

[asilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis,

bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau

bantuan teknis lainnya mencakup :

a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan
untuk mencapai SPM;

b. penyusunan rencana pencapaian, SPM  dan
penetapan tahapan pencapaian SPM;

c. penilaian prestasi kerja pcncapaian SPM; dan

d. pelaporan prestasi kerja SPM.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan
Pengawas Internal.

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
avat (1) berkedudukan langsung di bawah Direktur.
Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
avat (1) bersama jajaran manajemen UPTD RSUD
dr. Fauziah Bireuen menciptakan dan meningkatkan
fungsi pengendalian internal rumah sakit.

Fungsi pengendalian internal rumah sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) membantu manajemen dalam hal
tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 10

Selain dilaksanakan oleh pejabat pembina dan pengawas
sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan
Pasal 9, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh
Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan UPTD
RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 11
Direktur UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen berkewajiban
menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan
sesual SPM UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen yang telah
ditetapkan kepada Bupati setiap 1 (satu} tahun sekali.
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(2) Laporan pencapaian Kinerja pelayanan sesuai SPM UPTD
RSUD dr. Fauziah Bircucn sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} digunakan sebagai bahan evaluasi pcnerapan
SPM UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen selanjutnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Anggaran  pclaksanaan pembinaan dan  pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10
dibebankan pada pendapatan operasional UPTD RSUD dr.
Fauziah Bireuen yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan
Anggaran Rumah Sakit Umum Dacrah dr. Fauziah Bireuen
sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  sctiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Bircucn.

Diundangkan di Bireu
pada tanggal 2! Pgush.l!
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BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 857



LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2z TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, maka kesehatan
merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah bertanggung jawab
sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilavahnya. Rurmah sakit
sebagal salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelavanan kesehatan
kepada masyarakat memilik peran yang sangat strategis dalam meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk
memberikan pelayanan vang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan
dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Demikian juga dengan RSUD dr. Fauziah Bireuen, sebagai salah satu
rumah sakit milik Pemerintah-Kabupaten Bircuen secara bertahap diharapkan
dapat mengembangkan pelayanan kesehatan vang komprehensif dan holistik
sciring dengan perkembangan jenis penyakit, kemajuan ilmu kedokteran, serta
pcningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat untuk mendukung
meningkatnya derajat kesehatan masyarakatl khususnya di Kabupaten Bireucn.
Oleh karena itu senantiasa meningkatkan jumlah, jenis, dan mutu layanan,
serta harus memiliki standar pelayanan agar menjamin kepuasan dan
keamanan pasien.

RSUD Dr. Fauziah Bireuen harus dapat menunjukkan
akuntabilitasnya baik secara teknis maupun keuangan, terhadap Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan masyarakat. Dengan adanya standar pclayanan
minimal dapat dijadikan indikator dan target pencapaian kinerja yang dapat
diterima oleh pemerintah dan masyarakat dengan optimalisasi dan
pengembangan sumber daya dan prosedur pelayanan vang ada.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal BAB [ Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa Standar
Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan
mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan
pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Laporan capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Fauziah
Bireuen merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap aktivitas rumah
sakit yang pada akhimya akan menjadi tolak ukur keberhasilan rumah sakit
dalam membenkan pelayanan kesehatan kepada masvarakat, sehingga wajib
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dilaksanakan. Hal ini selaras dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129 /Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pclayanan Minimal Rumah Sakit.

B. Maksud dan Tujuan

Standar pelayanan minimal ini dimaksudkan agar tersedianva
panduan bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan pelayanan kepada masvarakat.

Sebagat instrumen pengendalian Rumah Sakit, maka Standar
Pelayanan Minimal menjadi hal yang wajib dilaksanakan oleh unit-unit
pelayanan yang ada, dengan tujuan:

1. menjamin hak masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang
disediakan rumah sakit dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-
masing unit pelayanan.

2. menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan
suatu layanan sesuai klasifikasi Rumah Sakit , sehingga SPM dapat
menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan dalam mengusulkan
anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dan DPRK.

3. menentukan usulan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain
fungsi pelayanan kesehatan yang lebih adil dan transparan dari
Pemerintah Daerah atau pihak lain.

4. meningkatkan akuntabilitas Rumah Sakit terhadap masvarakat.
Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana Rumah Sakit
dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanannya.

5. memperjelas tugas pokok Rumah Sakit dan mendorong terwujudnya
checks and balances yang efektif.

6. mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses
penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit.

C. Standar Pelayanan Minimal RSUD dr. Fauziah Bireuen

Standar Pelayanan Minimal yang digunakan di RSUD dr. Fauziah
Bireuen sesuai dengan  Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor
129 /Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor 122 Tahun 2024 tentang
Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah
Bireuen, dengan indikator scbagai berikut :
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3. Lingkup Pelayanan Administrasi dan Manajemen

Mo Unit Pelayanan Indikator Standar

) Bagian SDM bar_\.'awan vg mendapat pelatihan min. 20 > 60 %
jam per tahun

2 ‘ Evaluasi dan Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 1004

Pelaporan

Ketepatan waktu pengusulan kenaikan L00%

3  Kepegawaian ,_pangkat
Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji 100%
berkala
Cost Recovery =40 %
Ketepatan waktu penvusunan lapoeran 106
keuangan

4 | Akuntansi Ketepatan waktu pemberian in.f'ormasi s 2 jam
tentang tagihan pasicn rawat inap
Ketepatan waktu pemberian imbalan 100%
(insentif) sesual kesepakatan waktu

5 | Tata Usaha Tindaklanjut penyclesaian hasil pertermuan 100°%

tingkat direksi
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Sebagian besar indikator SPM di lingkup bagian Administrasi dan

Manajemen Tahun 2024 sudah lercapai. Namun masih ada beberapa

indikator yvang belum tercapai vaitu :

a.

Indikator pada Bagian SDM yaitu karyawan vang mendapat pelatihan

minimal 20 jam per tahun 2 60% belum tercapal.
Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

Untuk itu unit kerja/bagian di lingkup Administrasi dan Manajemen
diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanannya schingga semua

indikator dapat tercapai.
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada RSUD
dr. Fauziah Bireuen Tahun 2024 mencapai sebesar 89%. Beberapa indikator
vang belum tercapai antara lain :

1. dilingkup pelayanan medis ada 7 (tujuh) indikator yang belum tercapai.

2. dilingkup pelayanan penunjang ada 2 (dua) indikator yang belum tercapal.

3. dilingkup administrasi dan manajemen ada 2 {dua) indikator yang belum
tercapai.

B.Rekomendasi

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan  untuk
meningkatkan capaian kinerja dalam rangka peningkatan mutu pelayanan
keschatan kepada masyarakal melalui pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal pada tahun berikutnya adalah dengan cara -

c. Tertib administirasi kegiatan pencatatan dan pelaporan SPM dari setiap
unit Kerja agar evaluasi pencapaian SPM RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat
dilakukan tepat waktu.

d. Peningkatan mutu sarana dan prasarana pclayanan keschatan (sarana
prasarana, peningkatan respon time, pengembangan SIM-RS untuk
mendukung Electronic Medical Record).

e. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui diklat, workshop,
monev, bimtek dan lain-lain.

f. Peningkatan manajemen nsiko di setiap satuan kerja untuk pengendalian
pencapaian target indicator SPM.

Diharapkan kinerja pelayanan vang telah dilaksanakan pada tahun 2024
dapat lebih meningkat pada tahun 2025, tentunya perlu dukungan semua
pihak untuk meningkatkan capaian indikator SPM menjadi 100%.



